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Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan
Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata
Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus

Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

PEDOMAN TRANSLITERASI

transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan
huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta N Te

& Sa § es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)

¢ Kha Kh kadan ha

3 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)




Huruf Arab [ Nama Huruf Latin Nama
J Ra R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ’ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
a Qaf Q Ki
&l Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
O Nun N En
3 Wau w We
-2 Ha H Ha
¢ Hamz | ' Apostrof
ah
¢ Ya Y Ye

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

vi




harkat, ransliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
Dhammah U U

b. Vokal rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, yaitu :

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s Fathah dan ya Ai adan i
~ 5 Fathah dan wau | Au adanu

3. Ta’ marbutah

Ta’ marbutah hidup dilambangkan dengan *“t”

Contoh :

Otk Y1 ias)y ditulis raudah al-atfal
Ta’ marbutah mati dilambangkan dengan “h”
Contoh :
8 el &3y 2l ditulis al-Madinah al-Munawwarah
4. Syaddah
Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah.
Contoh :

[Evg) ditulis rabbana
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gl ditulis al-birr

. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

SINEEN ditulis ar-rajulu
) ditulis as-sayyidu
il ditulis as-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digasriskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh :

ALl ditulis al-qalamu

o ) ditulis al-badi’u

J s ditulis al-jalalu
. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika
hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostof /*/.

Contoh :
< yal ditulis umirtu
5 ditulis syai ‘un
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ABSTRAK

Zidna Ilmiyana. 2025. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XXI1/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Tahun 2020. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI1/2024 muncul sebagai respon atas
permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh
Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal tersebut dianggap
mengurangi masa jabatan kepala daerah yang seharusnya lima tahun penuh, karena harus
berakhir pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak
Nasional. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna masa jabatan kepala
daerah dalam konteks kesetaraan hak konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penafsiran hukum yang digunakan
oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukum dari
Putusan Nomor 27/PUU-XXI11/2024. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dalam
pengembangan ilmu hukum tatanegara, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi,
serta secara praktis sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan
dalam menerapkan asas keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran
sistematis dalam menetapkan masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan 2020 yang berakhir
hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional 2024, selama tidak melebihi
lima tahun. Penafsiran ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan norma dan kepastian hukum
dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Namun demikian, menurut peneliti, penafsiran sosiologis
lebih tepat digunakan agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga

mencerminkan keadilan substantif bagi kepala daerah dan masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum, Masa Jabatan Kepala daerah
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ABSTRACT

Zidna Ilmiyana. 2025. Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision
Number 27/PUU-XXI1/2024 on the Term of Office of Regional Heads and Deputy
Regional Heads Elected in the 2020 Election. Undergraduate Thesis, Constitutional Law
Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XXII/2024 emerged as a
response to the petition filed by several regional heads elected in the 2020 Election who
felt disadvantaged by Article 201 paragraphs (7), (8), and (9) of Law Number 10 of 2016.
These provisions were considered to shorten the term of office of regional heads, which
should last for a full five years, as it must end in 2024 to align with the schedule of the
National Simultaneous Regional Elections. This issue raises questions regarding the
meaning of the term of office of regional heads in the context of constitutional equality of
rights.

This study aims to identify the form of legal interpretation applied by the
Constitutional Court justices in the decision and to examine the legal implications of
Decision Number 27/PUU-XXI1/2024. The research is expected to contribute theoretically
to the development of constitutional law, particularly concerning the Constitutional
Court’s authority, and practically as input for lawmakers and judicial institutions in
implementing the principle of substantive justice. The research method used is normative
legal research with statutory, conceptual, and case approaches.

The results indicate that the Constitutional Court employed a systematic
interpretation in determining that the term of office of regional heads elected in 2020
extends until the inauguration of the newly elected regional heads from the 2024 National
Simultaneous Regional Elections, provided that it does not exceed five years. This
interpretation aims to maintain normative coherence and legal certainty in the
implementation of simultaneous elections. However, according to the researcher, a
sociological interpretation would be more appropriate so that the decision not only
ensures formal legal certainty but also reflects substantive justice for regional heads and
the affected communities.

Keywords: Constitutional Court, Legal Interpretation, Term of Olffice of Regional
Heads
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah menuntut adanya kesetaraan hak dan
keadilan bagi setiap kepala daerah dalam menjalankan masa jabatannya. Hal ini menjadi
penting karena kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 merasa dirugikan akibat masa
jabatan mereka tidak berlangsung penuh selama lima tahun sebagaimana amanat
konstitusi. Sebagai buktinya, sejumlah kepala daerah mengajukan permohonan uji materi
terhadap Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ke
Mahkamah Konstitusi karena dianggap mengurangi hak konstitusional mereka.! Dengan
demikian, permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan
norma hukum dan prinsip keadilan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif hukum tata negara, penafsiran hukum memiliki peranan penting
sebagai sarana untuk menemukan makna yang tepat dari suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena teks hukum sering kali bersifat umum,
sehingga diperlukan penjelasan melalui metode penafsiran agar dapat diterapkan pada
kasus konkret. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum bertujuan
untuk memberikan kepastian terhadap penerapan aturan agar sejalan dengan asas keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan hukum.? Oleh karena itu, teori penafsiran hukum menjadi
landasan yang relevan untuk menganalisis cara hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan
ketentuan masa jabatan kepala daerah dalam perkara a quo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penafsiran hukum yang
digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XX11/2024
serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Tujuan ini didasarkan
pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma mengenai masa
jabatan kepala daerah agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusional. Sebagai dasar
empiris, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menetapkan bahwa masa jabatan kepala

daerah hasil Pilkada 2020 diperpanjang hingga pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada

! Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI1/2024, 2024.
2 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar”, 2014, hlm. 51



serentak nasional tahun 2024, dengan ketentuan tidak melebihi lima tahun masa jabatan.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum tata negara serta memberikan pemahaman terhadap praktik
penafsiran hukum di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dilakukan karena penting untuk memahami bagaimana Mahkamah
Konstitusi menjalankan fungsinya dalam menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa masih
terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya,
khususnya terkait masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020. Sebagai bukti,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan
hukum di kalangan akademisi dan praktisi karena menyinggung isu konstitusionalitas
masa jabatan serta kesetaraan hak pejabat daerah. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti
permasalahan tersebut menjadi skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI1/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XXI11/2024?

2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
XX11/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XXI11/2024.
2. Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
XX11/2024.
D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Harapan temuan penelitian dapat memberikan peran terhadap pengembangan
ilmu hukum, sekaligus dalam kajian hukum tatanegara. Penelitian ini akan menambah

literatur mengenai persoalan “penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat



2.

hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI11/2024".
Praktis

Harapan dari kajian ini mampu berguna sebagai analisis serta rekomendasi
kepada Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan hukum terutama mengenai

pengujian undang-undang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah analisis dari berbagai pendapat yang dijadikan dasar

pemikiran dalam penelitian serta berguna dalam penyelesaian masalah terhadap

penelitian. Peneliti menggunakan teori penafsiran hukum.

Teori penafsiran hukum merupakan cara dalam menemukan hukum
(rechtsvinding) ketika aturan sudah ada, namun belum cukup jelas jika diterapkan
pada kejadian tertentu. Sudikno Mertokusumo berpendapat tujuan penjelasan pada
hakim adalah untuk memastikan terkait penerapan peraturan hukum pada kasus
konkret dapat diterima oleh masyarakat.® dijelaskan berdasarkan bahasa sehari-hari
yang biasa dipakai.

Peneliti menganggap teori ini dapat memastikan pada hukum yang berlaku, berikut

bentuk penafsiran hukum:*

1.

173.

Teori Penafsiran Gramatikal
Penafsiran yang memfokuskan pada penjelasan/maksud teks dari sisi bahasa
yang ada pada kaidah hukum. Metode ini adalah cara penafsiran yang sederhana yakni
menguraikan undang-undang mulai dari bunyi, susunan kata, sampai bahasanya.
Metode penafsiran gramatikal (objektif) adalah metode yang memudahkan
untuk menjelaskan dalam memahami maksud pada peraturan perundang-undangan
dengan menganalisanya berdasarkan struktur kata, bunyi serta bahasanya. Dengan
demikian, maksud dan arti dari ketetapan undang-undang dapat dijelaskan
berdasarkan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai.
Karakteristik teori penafsiran gramatikal:
1) Fokus pada makna harfiah teks hukum, menafsirkan hukum berdasarkan arti kata

dan kalimat yang digunakan dalam undang-undang atau peraturan perundang-

3 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, (Yogyakarta: Liberti, 2007), hlm.

4 Jenedril M. Galffar, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Sekretariat jendral dan Kepaniteraan

MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 71-74.



undangan.

2) Mengutamakan makna yang jelas dan tegas sesuai kaidah bahasa yang
digunakan.

3) Menganalisis struktur kalimat, susunan kata, dan hubungan antar kata untuk
memahami maksud pembuat undang-undang.’

2. Teori Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis yaitu teknik guna memahami peraturan perundang-
undangan dengan cara mengaitkannya pada peraturan lainnya. Teknik ini menitik
beratkan pada hubungan dan keseragaman antar berbagai pasal dalam satu undang-
undang yang berbeda.

Setiap peraturan yang dibuat terkait erat dengan peraturan-peraturan lain dalam
aturan hukum, serta tidak ada peraturan yang beroperasi secara independen dari
sistem tersebut. Metode yang digunakan untuk memahami undang-undang dengan
cara mengintegrasikannya ke dalam konteks sistem hukum yang lebih luas, melalui
menghubungkan dengan peraturan lain, dikenal sebagai penafsiran sistematis.
Karakteristik utama penafsiran sistematis:

1) Melihat peraturan perundang-undangan, sebagai sistematis tidak hanya berfokus
pada satu pasal, tetapi juga melihat bagaimana pasal tersebut terhubung dengan
pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang sama, maupun dengan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2) Menjaga kohersi hukum, penafsiran sistematis bertujuan untuk menjaga kohersi
hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan
peraturan lainnya.

3) Menggunakan berbagai alat bantu, penafsiran sistematis dapat menggunakan
berbagai alat bantu, seperti sejarah hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan
yurisprudensi.®

3. Teori Penafsiran Historis
Penafsiran historis adalah sebuah cara untuk menganalisis atau menjelaskan

suatu makna dari undang-undang dengan mengkaji latar belakang dalam konteks

5 Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023”. Skripsi (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 7.

¢ Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023”. Skripsi (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 8.



sejarah pada saat undang-undang itu dibentuk. Melalui pemahaman sejarah di balik
setiap pasal, hakim dapat menelusuri dan mengerti maksud yang dimiliki oleh
pembuat undang-undang.

Penafsiran historis dikelompokkan menjadi dua yaitu Penafsiran berlandaskan
sejarah undang-undang adalah mencari makna pada peraturan perundang-undangan
yang disesuaikan dengan penglihatan atau keinginan pembuat undang-undang saat
penyusunannya. Penafsiran ini juga dikenal dengan penafsiran subjektif, dikarenakan
menyesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, penafsiran berlandaskan sejarah hukum dilakukan dengan menafsirkan
pemahaman terhadap undang-undang dalam konteks secara menyeluruh.
Karakteristik penafsiran historis:

1) Menekankan pada historis (sejarah): penafsiran ini berfokus pada makna
peraturan perundang-undangan pada saat peraturan tersebut dibuat.
2) Objektif: penafsiran ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang objektif dan tidak
dipengaruhi oleh pendapat pribadi penafsir.
3) Dinamis: penafsiran ini dibuat berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti
sejarah baru.’
4. Teori Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif atau dikenal juga sebagai metode perbandingan adalah
pendekatan penafsiran yang didasarkan pada perbandingan antara berbagai ketentuan
hukum. Hakim menerapkan metode tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang
lebih jelas mengenai makna suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan.
Karakteristik penafsiran komparatif:

1) Penafsiran yang membandingkan dua atau lebih unit analisis, entitas, atau
fenomena
2) Diterapkan dalam konteks lintas kultural atau lintas disiplin, dan menggunakan
data kualitatif atau kuantitatif
3) Membantu dalam mengembangkan atau menguji teori.
5. Teori Penafsiran Futuris

Penafsiran futuristis adalah metode yang berorientasi pada perencanaan

7 Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023”. Skripsi (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 9.



terhadap masa depan, dengan menitikberatkan pada aturan-aturan yang belum efektif
atau belum memiliki status hukum yang final. Oleh sebab itu, penafsiran ini lebih
menekankan pada ius constituendum, yaitu undang-undang atau hukum yang
diharapkan dibandingkan ius constitutum, yaitu hukum yang sudah berlaku saat ini.
Karakteristik penafsiran futuris:
1) Antisipatif, bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan di
masa depan, sehingga hukum dapat tetap relevan dan adaptif.
2) Dinamis, mengakui bahwa hukum tidak statis dan perlu terus berkembang sesuai
dengan perubahan zaman.
3) Teleologis, menekankan tujuan dan maksud dibalik peraturan perundang-
undangan, bukan hanya pada teks literalnya.
4) Progresif, mendorong interpretasi hukum yang mendukung nilai-nilai keadilan
dan kemajuan sosial. ®
6. Teori Penafsiran Sosiologis
Penafsiran sosiologis lebih memfokuskan dalam memahami perundang-
undangan berlandaskan pada tujuan masyarakatnya atau sosial. Dengan demikian
perundang-undangan yang berlaku akan tetapi sudah tidak lagi relevan,
diinterpretasikan agar sesuai dengan kondisi, relasi, kebutuhan, dan kepentingan
kontemporer, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut telah dikenal atau tidak
pada saat undang-undang itu dibentuk. Penyesuaian ketentuan perundang-undangan
dengan menghubungkan pada situasi sosial yang baru. Sehingga, peraturan lama
dimodifikasi dalam situasi yang baru dan relevan.

Tujuan dari teori penafsiran hukum sebagai bentuk kepastian pada hukum yang
berlaku dengan memaknai secara akurat dan dapat menyesuaikan makna yang sebenarnya,
di sisi lain sebagai bentuk kepastian terhadap penerapan hukum yang diterapkan secara
adil sejalan dengan landasan-landasan hukum yang diterapkan. Namun, sering kali
muncul perbedaan pandangan di antara para pakar hukum mengenai metode yang paling
tepat untuk menafsirkan hukum, yang dapat menyebabkan konflik atau perbedaan

interpretasi hukum.’

8 Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023”. Skripsi (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 12.

9 Afif Khalid. Afif Khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”,
hlm. 29.



Karakteristik Penafsiran Sosiologis:
1) Mengamati hukum sebagai sarana pelindung masyarakat serta pencapai keadilan
2) Mengutamakan kondisi sosial atau kebutuhan sosial saat ini dengan menyesuaikan
makna undang-undang yang lama
3) Mengaitkan beberapa prespektif dalam masyarakat dari beragam kelompok
4) Meninjau nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat sehingga berdampak pada
cara hukum itu di implementasikan.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1

Tabel hasil penelitian, persamaan dan perbedaan

No Nama (Tahun) Metode Penelitian Persamaan dan Perbedaan
Judul dan Hasil Penelitian

1 | Nor Fadilah (2022) e Metode normatif e Persamaannya yaitu sama-

“Analisis Metode e Hasil penelitian sama membahas mengenai
Penafsiran mengungkapkan penafsiran hukum yang
Mahkamah bahwa metode digunakan oleh hakim dalam
Konstitusi Dalam yang diterapkan pengambilan putusan.
Perumusan Putusan oleh Hakim Perbedaannya yaitu
Nomor 91/PUU- Mahkamah penelitian terdahulu
XVII/2020 Terkait Konstitusi dalam membahas metode
Pengujian Formil menafsirkan penafsiran yang digunakan
Undang-Undang Putusan tersebut oleh hakim di pengadilan
Nomor 11 Tahun meliputi serta mengetahui metode
2020 Tentang Cipta penafsiran yang digunakan hakim dalam
Kerja” 1 sistematis, menafsirkan putusan nomor
doctrinal, dan 91/PUU-XVIII/2020 terkait
sosiologis. pengujian formil Undang-

Undang Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja,
sedangkan penelitian ini
membahas Penafsiran
Hukum Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-XXI1/2024
Tentang Masa Jabatan
Kepala Daerah dan wakil
Kepala Derah Hasil
Pemilihan Tahun 2020

10 Nor Fadilah “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).



2 | Aji Mustakim (2024) | ¢ Metode  yuridis | e Persamaan skripsi ini dengan
“Penafsiran Hukum normatif skripsi terdahulu yaitu sama-
Putusan Mahkamah Hasil  penelitian sama  membahas  masa
Konstitusi Nomor mengungkapkan jabatan kepala daerah.
143/PUU- bahwa masa Perbedaannya yaitu
XX1/20237! jabatan  pejabat penelitian terdahulu

yang terpilih membahas masa jabatan
dalam pemilihan kepala daerah hasil
tahun 2018 pemilihan ~ tahun 2018,
sampai  dengan sedangkan penelitian ini
pemungutan suara membahas masa jabatan
serentak,  tanpa kepala daerah hasil
mengurangi pemilihan tahun 2020.
kekuatan hukum

yang ada

sebelumnya.

3 Arina  Manasikana Metode normatif Persamaannya yaitu sama-
(2024)  “Penafsiran Hasil  penelitian sama menggunakan
Teleologis dan mengungkapkan penafsiran sosiologis atau
Sistematis Dalam bahwa metode teleologis
Putusan Mahkamah yang  digunakan Perbedannya yaitu penelitian
Konstitusi ~ Nomor Hakim terdahulu membahasa
37/PUU- Mahkamah tentang pengujian Undang-
XVI11/20207" Konstitusi dalam Undang Nomor 1 Tahun

putusan tersebut 2020, sedangkan penelitian
yaitu  penafsiran ini  membahas  tantang
sosiologis  atau pengujian Undang-Undang
teleologis Nomor 10 Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penelitian terdahulu yang relevan, maka

penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tersebut

penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang masa jabatan kepala daerah

dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 27/PUU-XXI1/2024 yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.

Namun penulis mengangkat referensi tersebut sebagai acuan penulis dalam melakukan

penelitian dan untuk memperkaya bahan kajian.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode normatif karena berfokus pada analisis

1 Aji Mustakim “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XX1/2023",
Skripsi (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).
12 Arina Manasikana “Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37/PUU-XVIII/2020”, Skripsi (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).




peraturan tertulis dari beberapa sudut pandang meliputi sejarah, konsep, filsafat,
materi, susunan, cakupan serta pembahasan setiap pasal.'?

Dikenal sebagai metode normatif sebab hendak mengidentifikasi kaidah
hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dalam menyelesaikan
masalah hukum yang ada.'*

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan
Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum
yang ditangani.!® Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari
pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.'® Selanjutnya pendekatan
kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, sudah menjadi putusan pengadilan
dan mempunyai kekuatan hukum tetap.!”

3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan referensi utama guna memperoleh informasi
yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Sumber ini mencakup peraturan
perundang-undangan, dokumen resmi pembuatan peraturan perundang-undangan
serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis
terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

13 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
hlm. 134.

14 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenada Media, 2010), him. 35.

15 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
hlm. 93

16 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum...” ,hlm.135

17 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama,
2015), him.134



3) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 55/PUU-
XVI1/2019
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 67/PUU-
XIX/2021
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 18/PUU-
XX/2022
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 37/PUU-
XX/2022
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 95/PUU-
XX/2022
8) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 27/PUU-
XX11/2024
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang dipakai mencakup literatur hukum berupa buku,
skripsi, tesis, serta jurnal hukum. Selain itu, juga mencakup opini para pakar,
perkara-perkara hukum, serta beberapa sumber lainya yang berkaitan dengan tema
pembahasan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi yang berlaku, proses
inventarisasi, serta melalui pengelompokan dan penyusunan bahan hukum secara
sistematis berdasarkan isu yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini memakai metode
studi literatur. Studi literatur ini dilaksanakan dengan membaca catatan, mengkaji
bahan pustaka, dan mencari media internet yang terkait dengan masalah penelitian
yang diuraikan penulis.'®
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yaitu preskriptif. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk
mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yan terjadi. Dalam penelitian
hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permaslahan, melakukan

analisis terhadap suatu permasalahan, melakukan penalaran hukum dan pada akhirnya

18 Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif’, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), hlm. 296.

10



dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.'’
H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Pembagian tersebut
dimaksudkan supaya memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan bagian-bagian
tersebut. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi “latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan™.

Bab Kedua, Landasan teori dan konseptual menjelaskan kerangka teori dan konsep
yang digunakan pada penulisan ini yaitu teori penafsiran hukum, konsep akibat hukum,
dan konsep Mahkamah Konstitusi.

Bab Ketiga, berisi “Penafsiran Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-XXI1/2024".

Bab Keempat, berisi “akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XXI11/2024”.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan

pembahasan.

19 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum-edisi revisi”, (Jakarta: KENCANA,2016), hlm.59-
60
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXI1/2024 menggunakan
penafsiran Sistematis untuk memberikan kejelasan mengenai masa jabatan kepala daerah
hasil pemilihan tahun 2020. Putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan serentak nasional tahun 2024. Penafsiran ini
dilakukan untuk menjaga keselarasan norma, memastikan kepastian hukum, dan
mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Mahkamah merujuk pada
sejumlah pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta yurisprudensi
Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, guna memperkuat logika hukum yang
dipakai. Namun demikian, idealnya menurut peneliti menggunakan metode penafsiran
sosiologis lebih tepat digunakan dalam putusan tersebut. Penafsiran sosiologis
mempertimbangkan realitas sosial, kondisi masyarakat, dan prinsip keadilan substantif.
Pendekatan ini akan memungkinkan Mahkamah untuk menyesuaikan norma hukum
dengan situasi khusus yang terjadi, seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap
efektivitas pemerintahan daerah hasil pemilihan tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 menimbulkan akibat
hukum yang signifikan terhadap masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
hasil Pemilihan Tahun 2020. Mahkamah dalam pertimbangannya berupaya
menyeimbangkan antara kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak dan
perlindungan hak konstitusional kepala daerah dengan menetapkan norma baru yang
bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu memperbolehkan masa jabatan kepala daerah
hasil Pilkada 2020 berlangsung hingga pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada
serentak 2024 sepanjang tidak melebihi lima tahun. Namun demikian, penolakan terhadap
pengujian Pasal 201 ayat (8) berimplikasi pada belum terpenuhinya prinsip kesetaraan dan
kepastian masa jabatan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena
sejumlah kepala daerah tetap mengalami pemotongan masa jabatan tanpa adanya jaminan

perlindungan yang setara di hadapan hukum.
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B. Saran

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 27/PUU-XXI11/2024, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Mahkamah
Konstitusi perlu melakukan evaluasi terhadap putusan tersebut untuk menilai dampaknya
terhadap kepastian dan keadilan dalam masa jabatan kepala daerah. Hal ini penting
dilakukan agar dapat dipahami apakah keputusan tersebut telah memenuhi harapan
masyarakat. Selain itu, dalam buku Sudikno Mertokusumo, penjelasan mengenai
penerapan teori penafsiran hukum dalam praktik peradilan, khususnya di Mahkamah
Konstitusi. Seharusnya, penjelasan dalam karyanya dapat dilengkapi dengan contoh
penerapan teori penafsiran pada kasus konkret agar lebih mudah dipahami dan
diaplikasikan oleh peneliti maupun praktisi hukum. Dengan begitu, teori yang beliau
kemukakan dapat menjadi pedoman yang lebih komprehensif bagi hakim maupun
akademisi dalam memahami praktik penemuan hukum. Di samping itu, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses
pemilihan umum mendatang. Analisis ini akan memberikan wawasan mengenai
bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi stabilitas politik dan partisipasi
pemilih dalam pemilu serentak di masa depan.

C. Limitasi

Pada penulisan skripsi ini, penulis juga memiliki keterbatasan pengumpulan
informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa lebih mendalam mengenai putusan
hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024. Limitasi yang penulis alami
adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam bentuk
wawancara dengan para hakim yang memutuskan perkara nomor 27/PUU-XXII1/2024
tentang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020.
Informasi iini seharusnya dapat digunakan sebagai sumber data primer pendukung data
primer. Oleh karena itu, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya memperhatikan hal

tersebut.
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